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ABSTRACT

Oral agreements are highly dependent on the presence of witnesses during the
drafting of the agreement. The problem formulation in this thesis is the legal force
of an oral warehouse lease agreement, and the udge's considerations in Supreme
Court Decision No. 2368 K/Pdi/2019. Oral agreements also have legal force and
are binding on the parties who made them. Therefore, if a breach occurs in an
oral agreement, the oral agreement can be used as a basis for declaring someone
in breach of contract. A verbal warehouse lease agreement is legally binding on
the parties involved. Therefore, if a breach occurs, it can be used as a basis for
declaring someone in default. Verbal agreements must be enforced by the parties
involved, as they must comply with their terms. This obligation arises from the
agreement itself, which has the force of law for the parties involved (as stipulated
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ  

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?, (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan terhadap Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat hidayah, dan karunianya pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skirpsi ini. Judul yang penulis pilih dalam penulisan Skripsi ini adalah : “Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Akibat Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal Tunda (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pdt/2023)”.
Fungsi skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Program Studi Ilmu Hukum. 

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik itu dalam bentuk material maupun moril. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih terutama kepada :
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Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca sekalian. Dan segala amal kebaikan yang telah Bapak/Ibu Dosen, Keluarga dan Sahabatku berikan akan mendapat balasan yang berlipat dari Allah SWT kelak dikemudian hari. Amin. Terima kasih.
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       NPM : 235114225

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA KAPAL TUNDA 

(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pdt/2023)
Zulfani Rizki

(235114225)

Ganti rugi akibat wanprestasi dalam sewa-menyewa timbul ketika salah satu pihak (penyewa/pemilik) tidak memenuhi kewajiban sesuai kontrak, yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, mencakup biaya, kerugian, dan bunga. Tuntutan dapat berupa ganti rugi saja, pemenuhan perjanjian, atau pembatalan sewa. Pemilik dapat menuntut sisa uang sewa atau perbaikan kerusakan, sementara penyewa bisa menuntut perbaikan objek sewa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kapal tunda, bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa kapal tunda berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pdt/2023, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pdt/2023. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif dan pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis normative dan didukung data yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kapal tunda (tug boat) antara PT Hartakie Ekspres Indonesia dan PT. Trust Line Marine adalah PT. Trust Line Marine  (tergugat) sebagai pihak yang menyewakan berkewajiban menyediakan Kapal TB Trust 36/B5 Trust Linu 306, namun ternyata kemudian diganti oleh Tergugat menjadi TB Trust 77 yang memiliki spesifikasi mesin yang lebih rendah dari yang diperjanjikan dan mengalami kerusakan dan mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, sehingga tergugat telah terbukti wanprestasi. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa kapal tunda (tug boat) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pdt/2023  adalah kewajiban PT Hartakie Ekspres Indonesia adalah merupakan hak dari PT. Trust Line Marine dan sebaliknya kewajiban PT. Trust Line Marine merupakan hak dari PT Hartakie Ekspres. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pdt/2023  adalah mengabulkan gugatan penggugat sebagian karena tergugat terbukti  secara sepihak mengganti kapal TB Trust 36 yang disewa oleh Penggugat dari Tergugat menjadi kapal TB Trust 77 yang memiliki mesin dan spesifikasi lebih kecil dan kondisi rusak, yang menyebabkan kerusakan pada 225 karung pupuk milik Penggugat, sehingga penggugat menderita kerugiansebesar Rp1.651.220.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
. 
Kata Kunci:  Ganti Rugi, Wanprestasi, Perjanjian Sewa Menyewa

[image: image7.jpg]UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

SK. No, : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK. No. : 181/DIKTI/Kep/2002
Kamps Mok e Tl Lo -, s Mo, 52 ampus Mok Vo K . o B, 02
Rampus A Sy . Bary | Mo 52 Moda, Ko ido . e Pbasgon Do S Mo i Ko Eagar b, uh P
Tel. (061) 7867043 Mectan 20187 Home Pags - K. //vewwt umaw.ae. 4 Email - nfo@uraw sc.id

FORM. FU. 5

UNDANGAN
Nomor ;90 /PAN/UMNAW/U.15/20 2,
Kepada Yth.
Bapak/Tbu ......................
Dosen Penguji
Di,
Tempat.

Assalamualaikum Wr. Wb,
Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Tou untuk menguji mahasiswa

Nama : Zulfani Rizki

Tempat, tanggal Lahir - Bandung, 04 Mei 2000
NPM : 235114225
Jurusan/Prog Studi Iimu Hukum

Agama  Islam

Yang Insya Allah, akan diselenggarakan pada :
Hari/ Tanggal Sdoy % Moer 20tb
Jam B S

Judul Skripsi :

Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Akibat Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian-Perjanjian Sewa
Menyewa Kapal Tunda (Studi Putusan Mahkamah Agung (RI Nomor 1116K/Pdy2023) s

‘Terimakasih atas kohadiran Bapak/Tbu,

Medan, ................. 20
Sekretaris / Dekan

Dr. Halimatul Maryani, 8.H.. M.H.
NIDN. 0120087804

‘Tembusan

1. Rektor 5. Ketua Program Studi
2. Wakil Rektor 6 Ka. BAU

3. Wakil Rektor II 7. Ka. BAA

4. Wakil Rektor 111 8. TU Fakultas

Rangkap 2





DAFTAR ISI

                                                                                                                         Halaman

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

KATA PENGANTAR

   i

ABSTRAK

ii

ABSTRACT

iii

DAFTAR ISI.

iv

BAB    I     :  PENDAHULUAN

1

Latar Belakang Masalah

1

Perumusan Masalah

5

Tujuan Penelitian

6

Manfaat Penelitian

6

BAB   II     : TINJAUAN PUSTAKA

7

Tinjauan Tentang Perjanjian

7

Pengertian Perjanjian

7

Unsur-Unsur Perjanjian

10

Tinjauan Tentang Perjanjian Sewa Menyewa

12


Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa

12
Syarat  Sahnya Perjanjian Sewa Menyewa

14
Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Sewa Menyewa

18
Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa

20
Tinjauan Tentang Wanprestasi

22

Pengertian Wanprestasi

22

Akibat Hukum Wanprestasi

23
Jenis Wanprestasi 

27

BAB   III    :  METODE PENELITIAN

31

Sifat Penelitian

31

Jenis Penelitian

31

Sumber Data

31

Teknik Pengumpulan Data

32

Analisis Data

32

BAB   IV    :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

31

Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa 

Kapal Tunda

33

Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa 

Menyewa Kapal Tunda Berdasarkan Putusan Mahkamah 

Agung RI Nomor 1116 K/Pdt/2023

42

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah 
Agung RI Nomor 1116 K/Pdt/2023

46
BAB   V    :  KESIMPULAN DAN SARAN

66

Kesimpulan

66

Saran

67

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN.

[image: image8.jpg]UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK. No. : 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Whamemd Arsyad Thal Lubis . Garu 1 o. 53, Kempus M Yors Krim - 3, G 1o, 02
Yomnpos Adrrabman oy 1. Gor .57 Modan, Kanpus s . ModanPeungan Des Sk Mok it K. Pogar ek, ok Polar
Telp.(061) 7867044 Midian 20147 Home Page : htp://www.umnaw.ac.id Emall - nfo@umnaw.acid

FORM. FU. 9

BERITA ACARA UL
Nomor : |33 /PAN/JUMNAW/A 1120 ...

Pada hari ini tangeal JMGOH - bulan WMaret  tahun 2024
bertempat df ruang yudisium Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, panitia ujian sarjana
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah setelah

Membaca - dsb.
Mendengarkan - dsb.
Memperhatikan - dsb.
Menimbang - dsb.
Memutuskan bahwa, Saudara :
Nama : Zulfani Rizki
‘Tempat, tanggal Lahir + Bandung, 04 Mei 2000
NPM 1235114225
Fakultas : Hukum
Jurusan/Prog. Studi : llmu Hukum

Dinyatekan : LULUS / TIDAK LULUS
Dengan skor / nilai 7??‘/&57"/2//%/ . Dan yuisium . S2052F. 1etechan
Penguji
1. Tri Reni Novita,$ H,MH. . Dosen Saksi / Pencatat
2. Dr. Halimatul Maryani, S.H., MH . 2.

3. Dr. Jok! B SH., M.H%
Dr. Syahrut Bakti Harahap, S.H. MH

Ketua Progeam Studi
ua / An, Rektor Medan, &, ME 2096
‘Wakil Rektor I Sekretaris / Dekan
3
Prof Dr. K i{.w Sadat, S.Ag. MHum Dr. Halimatul Maryani_§ H. MH,
NIDN. 0107107101 NIDN. 0120087804

Ranghap 3



[image: image9.jpg]BIODATA MAHASISWA

|. IDENTITAS DIRI
Nama : Zulfani Rizki
Npm 1235114225

Tempat/T. Lahir : Bandung, 04 mei 2000

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama < Islam

Status : Belum Menikah

Anak ke : 2 (Dua) dari 2 Bersaudara

Alamat : Komp. Dirgantara JI. Suwondo Medan,

Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan

Polonia
No.Telp/HP : 0853 5928 6056
Dosen Pembimbing : Tri Reni Novita, SH.,MH

Judul Skripsi : “Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Akibat Perbuatan
Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa
kapal Tunda (Studi Putusan Mahkamah Agung

RI Nomor 1116K/Pdt/2023)"

Indeks Kumulatif 1347



BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang 
Manusia dalam mencapai kebutuhan hidupnya memerlukan kerjasama, sehingga antara manusia yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan dan saling melibatkan diri untuk membuat suatu perjanjian dan biasanya dilakukan antara orang yang sudah mempunyai rasa kepercayaan tinggi satu sama lain. Para pihak yang menjadi subyek hukum dari perjanjian biasanya tidak mau merasa dipersulit dengan aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian. Menjamin terlaksananya perjanjian yang dibuat secara lisan tersebut, kunci utamanya adalah rasa saling percaya yang timbul satu sama lain. 
Suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan perjanjian tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar.

Secara yuridis, perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.
 Akibat peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Perjanjian dalam bentuknya berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

“Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan itu paling banyak lahir dari perjanjian, tetapi ada juga perikatan yang lahir dari Undang-Undang”.
 Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat kita temui landasannya pada ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyatakan bahwa : “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena Undang-Undang”. 

Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa :  “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”

Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum ini perlu dibedakan dengan hubungan-hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan. Pengingkaran terhadap hubungan-hubungan semacam itu, tidak akan menimbulkan akibat hukum. Jadi hubungan yang berada di luar lingkungan hukum bukan merupakan perikatan.

Perikatan melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian.  Seseorang dengan membuat perjanjian, maka pihak yang mengadakan perjanjian secara sukarela mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri. Sifat sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian.

Perjanjian harus terdapat interaksi aktif yantg bersifat timbal balik di kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing seperti dalam melakukan perjanjian sewa menyewa, bahwa untuk terjadinya perjanjian tersebut maka haruslah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.

Masyarakat pada umumnya melakukan perjanjian sewa menyewa dengan menggunakan perjanjian di bawah tangan serta secara lisan, hal ini disebabkan karena masyarakat menilai perjanjian di bawah tangan maupun lisan lebih mudah, effisien, serta lebih murah dari pada menggunakan perjanjian dengan akta otentik. Akta di bawah tangan adalah “akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang membuat akta seperti notaris atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu”

Perjanjian yang dilakukan dengan cara lisan sangat bergantung dengan adanya saksi-saksi yang hadir di dalam pembuatan kesepakatan perjanjian. Hal ini disebabkan apabila terjadinya pelanggaran perjanjian (wanprestasi) di dalam menjalankan perjanjian, maka ada saksi-saksi yang dapat menyatakan kebenaran dari kesepakatan perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Wanprestasi dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja melakukan wanprestasi dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Salah satu pihak di dalam perjanjian dinyatakan lalai apabila tidak memenuhi prestasi, terlambat melaksanakan prestasi, dan berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Namun pada umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai dari pihak yang merasa dirugikan

Wanprestasi yang terjadi akibat salah satu pihak di dalam perjanjian melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sangat rentan terjadi di dalam perjanjian yang dilakukan secara lisan, hal ini disebabkan karena tidak adanya alat bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa perjanjian tersebut benar atau tidak, serta perjanjian yang dilakukan secara lisan hanya bergantung pada keterangan saksi-saksi yang hadir di saat terjadinya kesepakatan antara para pihak, sehingga membuat salah satu pihak dengan mudah melakukan wanprestasi.

Salah satu kasus wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pdt/2023 yang dimana batalnya perjanjian sewa menyewa dilakukan antara PT. Hartakie Ekspres Indonesia (penggugat) melawan PT. Trust Line Marine (tergugat), PT. Andromeda Sentral Pasifik (tergugat I), Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Pontianak (tergugat II). Gugatan diajukan oleh penggugat akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yaitu tergugat secara sepihak mengganti kapal TB trust 36 menjadi kapal TB Trust 77 yang memiliki spesifikasi mesin lebih rendah dari spesifikasi mesin dalam perjanjian.
Berdasarkan kasus di atas dapat dilihat bahwa telah terjadi perjanjian sewa menyewa antara penggugat selaku pemberi sewa dengan tergugat selaku penyewa dan dalam menjalankan prestasinya tergugat terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan cara melakukan prestasi yang tidak semestinya dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

Kasus wanprestasi atas sewa menyewa tersebut di atas maka akan diteliti dan dianalisis secara lebih mendalam tentang masalah wanprestasi sewa menyewa gudang secara lisan, sehingga melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Akibat Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal Tunda (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pdt/2023)”.

Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

Bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kapal tunda ?

Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa kapal tunda berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pdt/2023 ?

Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pdt/2023 ?

Tujuan Penelitian 
Tujuan Penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kapal tunda.

Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa kapal tunda berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pdt/2023.

Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pdt/2023
Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

Sebagai bahan kajian bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa.

Sebagai bahan kajian bagi masyarakat dan khususnya untuk penulis sendiri tentang wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa. 
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Tentang Perjanjian 
Pengertian Perjanjian 
Istilah pejanjian dalam istilah hukum kontrak merupakan kesepadanan dari istilah contract dalam bahasa Inggris. Istilah kontrak dalam bahasa Indonesia sebenarnya sudah lama ada, dan bukan merupakan istilah yang asing. Misalnya dalam hukum di Indonesia sudah dikenal istilah ‘kebebasan berkontrak’.
Kontrak atau yang secara hukum lebih banyak disebut dengan perjanjian adalah suatu pernyataan kehendak atau kesepakatan yang diperjanjikan (promissory agremeent) diantara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum. “Para pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah kesepakatan kontrak memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan atau memenuhi setiap apa yang dituangkan dalam kontrak yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang biasanya menyangkut tentang hak dan kewajiban”.

Menurut Richard Burton Simatupang bahwa kontrak biasanya dimulai dengan suatu pembicaraan, pendahuluan serta pembicaraan-pembicaraan tingkat berikutnya (negosiasi), untuk mematangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, kontrak akan ditandatagani apabila betul-betul telah matang (lengkap dan jelas).


Menggunakan istilah kontrak ada konotasi sebagai berikut :       

Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian tertulis semata-mata. Sehingga orang sering menanyakan ‘mana kontraknya’ diartikan bahwa yang ditanyakan adalah kontrak yang tertulis.

Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian dalam dunia bisnis semata-mata.

Hukum kontrak semata-mata dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian internasional, multinasional atau perjanjian dengan perusahaan-perusahaan multinasional.

Hukum kontrak semata-mata dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian yang prestasinya dilakukan oleh kedua belah pihak.

KUHPerdata memberikan pengertian kontrak ini (dalam hal ini disebut perjanjian) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdata bahwa perjanjian adalah : “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.
 Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.  M. Yahya Harahap mengatakan bahwa “istilah kontrak sama pengertiannya dengan persetujuan”.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa perjanjian sama pengertiannya dengan persetujuan, oleh karena itu persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata dapat dibaca dengan perjanjian.

Menurut para sarjana, antara lain Abdul Kadir Muhammad bahwa rumusan perjanjian adalah KUHPerdata itu kurang memuaskan, karena mengandung beberapa kelemahannya yaitu.       

Hanya menyangkut sepihak saja


Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.Kata kerja “mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak.Seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara pihak-pihak.

Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus


Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan  melaksanakan tugas tanpa kuasa (zaakwaarneming), tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang tidak mengandung konsesus. Seharusnya dipakai kata “persetujuan”.

Pengertian perjanjian terlalu luas


Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut diatas terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padalah yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku ketiga KUHPerdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan bukan perjanjian yang bersifat personal.

Tanpa menyebut tujuan


Dalam perumusan pasal itu tidak di sebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri tidak jelas untuk apa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, perlu dirumuskan kembali arti perjanjian. Sudikno mengatakan bahwa perjanjian adalah “hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hukum”.
 R. Wirjono Prodjodikoro mengatakan perjanjian adalah “suatu perhubungan hukum mengenai  harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa perjanjian itu memiliki arti yang luas dan arti sempit. Arti sempit dari perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan saja sebagaimana dimaksud dalam Buku III KUHPerdata.

Unsur-Unsur Perjanjian
Berdasarkan beberapa pengertian perjanjian tersebut maka unsur-unsur yang membentuk pengertian perjanjian adalah :       

Terdapatnya para pihak yang berjanji

Perjanjian itu didasarkan kepada kata sepakat / kesesuaian hendak;

Perjanjian merupakan perbuatan hukum atau hubungan hukum;

Terletak dalam bidang harta kekayaan;  

Adanya hak dan kewajiban para pihak;

Menimbulkan akibat hukum yang mengikat.

Keenam unsur tersebut di atas ada hal yang perlu diperjelas, misalnya perubahan konsep kontrak yang menurut paham KUHPerdata dikatakan perjanjian hanya merupakan perbuatan (handeling), selanjutnya oleh para sarjana di sempurnakan menjadi perbuatan hukum (rechtshandeling) dan perkembangan terakhir dikatakan sebagai hubungan hukum (rechtsverhoudingen). Jadi para ahli hukum perdata hendak menemukan perbedaan antara perbuatan hukum dengan hubungan hukum. Perbedaan ini bukan hanya mengenai istilahnya saja tetapi lebih kepada  substansi yang dibawa oleh pengertian perjanjian itu.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan perbedaan perbuatan hukum dan hubungan hukum yang melahirkan konsep perjanjian sebagai berikut : bahwa perbuatan hukum (rechtshandeling) yang selama ini di maksudkan dalam pengertian perjanjian adalah satu perbuatan hukum bersisi dua (een tweezijdigerechtshandeling) yakni perbuatan penawaran (aanbod) dan penerimaan (aanvaarding) . berbeda halnya kalau perjanjian dikatakan sebagai dua perbuatan hukum yang masing-masing berisi satu (twee eenzijdige rechtshandeling) yakni penawaran dan penerimaan yang didasarkan kepada kata sepakat antara dua orang yang saling berhubungan untuk menimbulkan akibat hukum, maka konsep perjanjian yang demikian merupakan suatu hubungan hukum (rechtsverhoudingen).

Sehubungan dengan perkembangan pengertian kontrak tersebut, Purwahid Patrik menyimpulkan bahwa “kontrak dapat di rumuskan sebagai hubungan hukum antara dua pihak dimana masing-masing melakukan perbuatan hukum sepihak, penawaran dan penerimaan”.

Menurut Sudikno J. Satrio dalam kontrak terdapat 3 (tiga) unsur yaitu sebagai berikut :

Unsur essensialia;

Unsur naturalia;

Unsur accidentalia.

Unsur essensialia adalah unsur kontrak yang selalu harus ada di dalam suatu kontrak, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tidak mungkin ada. Dengan demikian unsur ini penting untuk terciptanya kontrak, mutlak harus ada agar perjanjian itu sah sehingga merupakan syarat sahnya kontrak. 
Unsur naturalia adalah unsur lazim melekat pada kontrak, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam kontrak secara diam-diam dengan sendirinya  dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan bawaan atau melekat pada kontrak. Dengan demikian, unsur ini oleh Undang-Undang diatur tetapi  oleh para pihak dapat disingkirkan. Jadi sifat unsur ini adalah aanvullendrecht (hukum mengatur).

Unsur accidentalia adalah unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam kontrak. Unsur ini ditambahkan oleh para  pihak dalam kontrak artinya Undang-Undang tidak mengaturnya. Dengan demikian unsur ini harus secara tegas diperjanjikan para pihak.
Tinjauan Tentang Perjanjian Sewa Menyewa
Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa
Sewa-menyewa atau perjanjian sewa-menyewa diatur pada Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUHPerdata. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian sewa menyewa terdapat dalam Pasal 1548 KUHPerdata yang menyebutkan : “Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”

Sewa menyewa merupakann suatu perjanjian konsensual yaitu bahwa ia sudahh sah mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu barang dan harganya. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangann itu disanggupi pembayarannya. 

Sewa menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik. Sewa berati pemakian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa. Sewa menyewa barang adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik. Sewa menyewa adalah “persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya”.

Berdasarkan defenisi diatas, dalam perjanjian sewa menyewa, terdapat dua pihak yaitu pihak yang menyewakan dan pihak yang yang menyewa. Pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk membayar harga sewa. Barang yang di serahkan dalam sewa menyewa tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam perjanjian jual beli, tetapi hanya untuk dinikmati kegunaannya.

Unsur esensial dari sewa menyewa adalah barang, harga dan waktu tertentu. Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian konsesualisme, dimana perjanjian terbentuk berasaskan kesepakatan antara para pihak, satu sama lain saling mengikatkan diri. Hanya saja perbedaannya dengan jual beli adalah obyek sewa menyewa tidak untuk dimiliki penyewa, tetapi hanya untuk dipakai atau dinikmati kegunaannya sehingga penyerahan barang dalam sewa menyewa hanya bersifat menyerahkan kekuasaan atas barang yang disewa tersebut dan bukan penyerahan hak milik atas barang tersebut.

Sewa menyewa seperti halnya jual beli dan perjanjian lainnya pada umumnya adalah suatu perjanjian konsensualisme, artinya ia sudah dan mengikat saat tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu barang dan jasa. Ini berarti jika apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya dan mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian sewa menyewa telah terjadi.

Berdasarkan pengertian dari sewa menyewa dapat diketahii bahwa  unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian sewa menyewa adalah:

Adanya pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa;

Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak;

Adanya objek sewa menyewa;

Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda;

Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang sewa kepada pihak yang menyewakan.

Syarat  Sahnya Perjanjian Sewa Menyewa

Pasal 1320 KUHPerdata, menyebutkan bahwa untuk syahnya suatu perjanjian  termasuk perjanjian sewa menyewa diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Suatu hal tertentu

Suatu sebab yang halal.

Sepakat di sini dimaksudkan adalah adanya persesuaian kehendak antara si pemegang hak dengan si pemegang kewajiban, mengenai objek perjanjian. Berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak tersebut.

Tidak dianggap sah suatu kesepakatan jika diberikan karena :

Salah pengertian (dwaling) atau kekeliruan.

Pemerasan atau dipaksakan

Adanya penipuan”.

Persetujuan harus diberikan secara bebas dan persetujuan yang diberikan karena salah pengertian (dwaling), Paksaan (dwang) dan penipuan (bedrog) berarti dalam persetujuan yang diberikan jelas merupakan persetujuan kehendak yang cacat. Terhadap persetujuan yang demikian dapat dilakukan pembatalan, tapi bukan batal dengan sendirinya.

Mengenai salah duga atau salah pengertian yang dapat dibatalkan harus mengenai inti sari pokok persetujuan. Jadi harus mengenai objek atau prestasi yang dikehendaki. Salah pegertian (dwaling) mengenai orangnya tidak menyebabkan persetujuan dapat batal. Hanya salah pengertian terhadap objek yang menyebabkan persetujuan dapat batal. Dengan demikian salah duga atau salah pengertian yang menyebabkan lenyapnya persetujuan harus mengenai :

Pokok atau maksud objek persetujuan

Kedudukan hukum subjek yang membuat persetujuan

Hak subjek hukum yang bersangkutan.

Paksaan yang dapat melenyapkan masalah perizinan dalam persetujuan ialah paksaan bersifat tidak adanya pilihan. Sedemikian rupa paksaan kekerasan yang diancamkan, sehingga orang yang bersangkutan tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan perbuatan yang dipaksakan. Paksaan itu sifatnya mutlak atau absolut yang menyebabkan seorang terpaksa mengikuti kehendak orang yang memaksanya sehingga tidak dapat menghindar dari paksaan tersebut.

Berbeda halnya dengan paksaan psikis, di sini sifat paksaan relatif yang memberi kemungkinan kepada pihak yang dipaksa melakukan pilihan kehendak. Seseorang itu masih dapat mengelak dari paksaan dimaksud. Selanjutnya perizinan yang diberikan dalam persetujuan diperoleh dengan jalan penipuan, hal ini juga mengakibatkan peizinan dalam persetujuan dianggap tidak ada. Persetujuan yang diperoleh dengan jalan tipu muslihat berarti persetujuan tersebut tidak ada. Penipuan itu harus berupa muslihat licik hingga sesuatu yang tidak benar terkesan merupakan gambaran keadaan dan kejadian yang sungguh-sungguh benar tentang sesuatu hal.

Sesuatu baru disebut tipu muslihat apabila :

Hal itu merupakan kebohongan yang diatur rapi

Sesuai pula dengan taraf pendidikan kecakapan orang yang ditipu. Kalau yang ditipu tadi seorang terpelajar dan hanya dengan tipuan yang sangat rendah dia sudah percaya, tentu dianggap tidak ada penipuan.

Perjanjian yang telah dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang dan dilaksanakan dengan itikad baik, maka  perjanjian itu sah dan mengikat bagi kedua belah pihak. Lebih tegasnya Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Apabila terjadi sengketa karena salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka pihak lainnya dapat membawanya ke Pengadilan dan apabila terbukti memang demikian kejadiannya, hakim dapat menghukum pihak yang salah berdasarkan perjanjian itu.

Melalui suatu perjanjian, maka terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka buat tersebut. Dalam hal inilah dikatakan fungsi perjanjian sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja.

Perjanjian dalam hubungan bisnis perlu dibuat secara tertulis karena perjanjian ini sebagai pegangan, pedoman dan alat bukti para pihak itu sendiri. Dengan adanya perjanjian yang baik akan mencegah terjadinya perselisihan karena semuanya sudah diatur dengan jelas sebelumnya. 

Undang-Undang telah menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan dalam suatu perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

“Istilah secara sah, pembentuk Undang-Undang hendak menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum”.
 Semua perjanjian yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat. Secara sah di sini adalah bahwa pembuatan perjanjian harus mengikuti apa yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdata.

Akibat hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya kontrak tersebut bervariasi mengikuti syarat-syarat yang dilanggar sebagaimana disebutkan di atas. Konsekuensi hukum tersebut adalah :       

Batal demi hukum nietig, null and volid), misalnya dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni hal tertentu dan sebab yang dibolehkan.

Dapat dibatalkan (vernietigbaar, voidable)¸misalnya dalam hal tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni kesepakatan dan kecakapan berbuat.

Perjanjian tidak dapat dilaksanakan (unenforceable). Perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan adalah perjanjian tidakbegitu saja batal tetapi tidak dapat dilaksanakan, melainkan masih mempunyai status hukum tertentu. Bedanya dengan perjanjian yang batal (demi hukum) adalah perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan masihmungkin dikonversi menjadi perjanjian yang sah. Sedangkan bedanya dengan perjanjian yang dapat dibatalkan, perjanjian tersebut sudah sah, mengikat dan dapat dilaksanakan sampai dengan dibatalkan perjanjian tersebut, sementara perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan belum mempunyai kekuatan hukum sebelum dikonversi menjadi perjanjian yang sah.

Ada juga syarat perjanjian yang apabila tidak terpenuhi hanya mengakibatkan dikenakan sanksi administratif saja terhadap salah satu atau kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut. Misalnya apabila terhadap suatu perjanjian memerlukan izin atau pelaporan terhadap instansi tertentu.

Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Sewa Menyewa

Setelah syarat telah dipenuhi oleh kedua belah pihak maka perjanjan sewa menyewa rumah dapat dilaksanakan. Konsekuensi dari perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, baik pihak yang menyewakan maupun pihak penyewa. Hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak sebagai konsekuensi dari suatu perjanjian. KUHPerdata 

Pasal 1550 KUHPerdata  mengatur mengenai kewajiban pokok pihak yang menyewakan sedangkan dalam Pasal 1560 KUHPerdata mengatur mengenai kewajiban pokok pihak penyewa. Hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan sedangkan kewajiban dari pihak yang menyewakan, yaitu:

Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa. 

Memelihara barang yag disewakan sedemikian rupa, sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan. 

Memberikan hak pada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan.

Melakukan pembetulan pada waktu yang sama.

Menaggung cacat dari barang yang disewakan.

Hak dari pihak penyewa adalah menerima barang dari yang disewakan dalam keadaan baik dan yang menjadi kewajibannya adalah:

Memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, artinya kewajiban memakainya seakan-akan barang itu kepunyaannya sendiri.

Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.

Pasal 1553 KUHPerdata juga membahas mengenai kemungkinan musnahnya barang yang disewa, apabila barang yang disewa musnah dalam jangka waktu masa perjanjian sewa masih berlangsung, bisa menimbulkan persoalan sebagai berikut:

Musnahnya seluruh barang. Apabila musnahnya seluruh barang karena overmacht dengan sendirinya menurut hukum perjanjian sewa menyewa gugur, dan resiko kerugian dibagi dua antara pihak yang menyewakan dan pihak si penyewa.Pihak yang menyewakan tidak lagi dapat menuntut pembayaran uang sewa.Sebaliknya, dengan musnahnya barang yang disewa, si penyewa tidak lagi dapat menuntut penggantian barang maupun ganti rugi.

Apabila musnahnya barang akibat kesalahan seseorang yang membebani si pelaku dengan kewajiban untuk memikul segala kerugian.

Musnahnya sebagian barang. Apabila yang musnah hanya sebagian saja, si penyewa dapat memilih:

Meminta pengurusan harga sewa sebanding dengan sebagian yang musnah;

Menuntut pembatalan perjanjian sewa.

Pasal 1559 Ayat (1) KUHPerdata, dilarang penyewa untuk menyewakan kembali barang yang disewanya kepada pihak ketiga. Penyewa terikat pada larangan untuk tidak mempersewakan lagi kepada orang lain, jika hal tersebut tidak ada dalam perjanjian sewa menyewa, penyewa boleh menyewakannya kembali. Mengulang sewakan barang yang telah disewa adalah boleh, jika hal itu secara tegas diperbolehkan dalam perjanjian dan jika sampai penyewa berbuat apa yang dilarang itu, maka pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan perjanjian sewanya dengan disertai pembayaran kerugian. Pihak yang menyewakan, setelah dilakukannya pembatalan itu, tidak diwajibkan mentaati perjanjian ulang sewa dengan pihak ketiga tersebut.

Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa

Perjanjian pada umumnya akan berakhir apabila tujuan dari perjanjian itu telah dicapai, yang masing-masing pihak telah memenuhi prestasi yang diperjanjikan, sebagaimana yang mereka kehendaki bersama dalam mengadakan perjanjian tersebut. 

Cara berakhirnya perikatan ini diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata yang meliputi: 

Berakhirnya perikatan karena undang-undang.

Konsignasi.

Musnahnya barang terhutang.

Daluarsa. 

Berakhirnya perikatan karena perjanjian dibagi menjadi tujuh, yaitu:

Pembayaran; 

Novasi (pembaruan hutang); 

Kompensasi; 

Konfusio (pencampuran hutang); 

Pembebasan Hutang; 

Kebatalan atau pembatalan.

Berlakunya syarat batal.
 

Perjanjian sewa menyewa yang dikenal dalam hukum perdata dapat berakhir jika :

Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak yang membuatnya. Misalnya : dalam perjanjian telah ditentukan batas waktu berakhirnya dalam waktu tertentu. 

Undang-undang menentukan batas waktu perjanjian tersebut. Misalnya : Pasal 1520 KUHPerdata, bahwa hak membeli kembali tidak boleh diperjanjikan untuk suatu waktu tertentu, yaitu lebih lama dari lima tahun. 

Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan berakhir. Misalnya : jika salah satu pihak meninggal, perjanjian menjadi hapus, sesuai dengan Pasal 1603 KUHPerdata. 

Karena perjanjian para pihak (herroeping). Seperti tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata bahwa perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan dengan perjanjian para pihak yang membuatnya. 

Pernyataan penghentian perjanjian, dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak atau oleh satu pihak hanya pada perjanjian yang bersifat sementara, misalnya perjanjian kerja dan perjanjian sewa menyewa. 

Berakhirnya karena putusan hakim, misalnya jika dalam perjanjian terjadi sengketa yang diselesaikan lewat jalur pengadilan, kemudian Hakim memutuskan perjanjian tersebut berakhir.
 

Tinjauan Tentang Wanprestasi

Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestastie”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti “kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian”.

Menurut M. Yahya Harahap wanprestsi adalah  “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali”.

Mariam Darus Badrulzaman mengatakan bahwa seorang debitur dikatakan lalai, apabila tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Apabila debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.

Akibat Hukum Wanprestasi


Pasal 1338 KUHPerdata dinyatakan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.  Pasal 1338 KUHPerdata di atas dapat ditarik suatu gambaran bahwa, pada prinsipnya suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan oleh sepihak, karena dengan adanya pembatalan tersebut, tentunya akan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. 


Pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan apabila diketahui adanya kekhilafan ataupun paksaan dari salah satu pihak ketika membuat perjanjian. Kekhilafan dan paksaan merupakan alasan yang dapat membatalkan perjanjian. Selain itu juga penipuan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak yang lainnya dalam membuat perjanjian, dapat dijadikan sebagai alasan untuk dapat dibatalkannya suatu perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak. Karena menurut Pasal 1320 KUHPerdata suatu perjanjian yang tidak didasarkan kepada syarat subjektif perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.


Meminta pembatalan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektifnya dapat dilakukan dengan cara : 

Melakukan penuntutan secara aktif di muka Hakim atau Pengadilan

Dengan cara pembatalan yaitu menunggu pihak yang mengajukan pembatalan di muka Hakim. Sehingga dengan ada gugatan yang diajukan oleh pihak lawan karena ia tidak memenuhi prestasi perjanjian, maka ia dapat mengajukan pembelaan bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif yang memungkinkan untuk dibatalkannya perjanjian tersebut.24 


Penuntutan secara aktif sebagaimana yang disebutkan oleh undang-undang, maka Undang-Undang mengatur pembatasan waktu penuntutan yaitu 5 tahun di dalam perjanjian yang diadakan. Sebaliknya terhadap pembatalan perjanjian sebagai pembelaan tidak ditetapkan batas waktunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pasal 1454 KUHPerdata. 


Penuntutan pembatalan akan diterima baik oleh hakim jika ternyata sudah ada penerimaan baik dari pihak yang dirugikan, karena seorang yang sudah menerima baik suatu kekurangan atau suatu perbuatan yang merugikan baginya, dapat dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pembatalan. 


Pembatalan terhadap perjanjian yang dilakukan secara sepihak tanpa disertai alasan yang sah menurut hukum, maka pihak yang oleh pihak lain dibatalkannya perjanjiannya dapat menuntut kerugian kepada pihak yang membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak, karena dengan adanya pembatalan yang dilakukan sepihak oleh salah satu pihak akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. 


Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terjadi, akan menimbulkan akibat yaitu penghentian perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali seperti keadaan semula, seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perjanjian di antara kedua belah pihak. Berarti dengan adanya pembatalan perjanjian akan menghapuskan segala kewajiban ataupun hak yang timbul dari perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya. 


Perjanjian yang dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa disertai alasan yang sah, maka apabila perjanjian tersebut telah berlangsung lama, pihak yang dirugikan atas pembatalan tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak. Ganti rugi yang diajukan oleh pihak yang dirugikan atas pembatalan yang sepihak tersebut adalah dapat berupa biaya, rugi, maupun bunga atas kerugian yang dideritanya. 


Pembatalan yang dilakukan secara sepihak terhadap perjanjian yang mereka perbuat, sedangkan segala isi maupun ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian tersebut belum dilaksanakan sama sekali oleh kedua belah pihak, maka dengan adanya pembatalan perjanjian tersebut oleh salah satu pihak secara sepihak tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa. Pembatalan perjanjian tersebut hanya membawa para pihak pada keadaan semula yaitu keadaan sebelumnya para pihak dianggap tidak pernah melakukan atau mengadakan perjanjian diantara mereka.


Perjanjian hanya dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak apabila tidak memenuhi syarat sah subjektif dari suatu perjanjian. Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan dengan mengajukannya kepada pengadilan ataupun dengan pembelaan atau gugatan pihak yang akan membatalkan perjanjian. 


Perjanjian yang dibatalkan secara sepihak tanpa alasan yang sah, dapat diajukan tuntutan kepada pihak yang membatalkannya selama perjanjian tersebut telah berlangsung, sebaliknya apabila pembatalan secara sepihak tersebut terjadi sebelum adanya pelaksanaan perjanjian maka pembatalan itu hanya membawa pada keadaan semula yaitu keadaan yang dianggap tidak pernah terjadi perjanjian. 

Pernyataan keadaan wanprestasi ini tidaklah dapat terjadi dengan sendirinya, akan tetapi harus terlebih dahulu diperlukan adanya suatu pernyataan lalai atau sommatie yaitu suatu pesan dari pihak pertama (kreditur) saat kapan selambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi.
 

Berdasarkan dari pesan ini pula selanjutnya akan ditentukan dengan pasti saat mana seseorang berada dalam keadaan wanprestasi atau ingkar janji tersebut, sehingga pihak yang wanprestasi harus pula menanggung segala akibat yang telah merugikan pihak yang lainnya.

Akibat timbulnya kerugian dari salah satu pihak tersebut, maka undang-undang memberikan sesuatu hak baginya untuk menuntut diantara beberapa hal yaitu :

Pemenuhan prestasi

Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi

Ganti rugi

Pembatalan perjanjian.

Pembatalan disertai ganti rugi.


Perjanjian menentukan bahwa dalam hal terlambatnya salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan dalam jadwal waktu yang telah ditentukan adalah merupakan salah satu bentuk dari wanprestasi. Penentuan wanprestasi ini sendiri erat kaitannya dengan suatu pernyataan lalai yaitu suatu pesan dari salah satu pihak untuk memberitahukan pada saat kapan selambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi.


Keterlambatan melakukan kewajiban ini dapat juga terjadi dari bentuk wanprestasi lainnya, seperti halnya melaksanakan kewajiban yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Sementara bentuk wanprestasi ini juga harus dapat dibedakan terhadap lalainya pihak kedua untuk tidak melakukan kewajiban sama sekali, karena dalam hal demikian pihak kedua tidak dapat dianggap terlambat memenuhi pelaksanaan prestasi. Sementara sanksi dalam hal pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban sama sekali yang  selanjutnya dapat dikategorikan menolak untuk melaksanakan kewajiban, maka sebagai sanksinya pihak pertama berhak atas uang jaminan yang diberikan oleh salah satu pihak.

Jenis Wanprestasi

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam kategori yaitu :       

Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

Melakukan apa yang diperjanjikan akan tetapi terlambat.

Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh untuk dilakukan.

Perjanjian dalam keadaan normal dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa ganguan ataupun halangan. Tetapi pada waktu yang tertentu, yang tidak dapat diduga oleh para pihak, muncul halangan, sehingga pelaksanaan perjanjian tidak dapat dilaksanakan dengan baik, faktor penyebab terjadinya wanprestasi oleh Abdulkadir Muhammad diklasifikasikan menjadi dua faktor yaitu :        

Faktor dari luar dan 

Faktor dari dalam diri para pihak. 

Faktor dari luar adalah peristiwa yang tidak diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika perjanjian dibuat. Faktor dari dalam diri manusia/para pihak merupakan kesalahan yang timbul dari diri para pihak, baik kesalahan tersebut yang dilakukan dengan sengaja atau pun karena kelalaian pihak itu sendiri, dan para pihak itu sendiri, dan pera pihak sebelumnya telah mengetahui akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. 


Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak dalam perjanjian ini harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi yaitu dengan memperingatkan kepada pihak yang lalai, bahwa pihak kreditur menghendaki pemenuhan prestasi oleh pihak debitur. Menurut undang-undang peringatan tersebut harus dinyatakan tertulis, namun sekarang sudah dilazimkan bahwa peringatan itu pula dapat dilakukan secara lisan asalkan cukup tegas menyatakan desakan agar segera memenuhi prestasinya terhadap perjanjian mereka perbuat. 


Peringatan tersebut dapat dinyatakan pernyataan lalai yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur.  Pernyataan lalai oleh J. Satrio, memperinci pernyataan lalai tersebut dalam beberapa bentuk pernyataan lalai tersebut dalam beberapa bentuk pernyataan lalai yaitu :        

Berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis. 

Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri. Apabila dalam surat perjanjian telah ditetapkan ketentuan : debitur dianggap bersalah jika satu kali saja dia melewati batas waktu yang diperjanjikan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong debitur untuk tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban dan sekaligus juga menghindari proses dan prosedur atas adanya wanprestasi dalam jangka waktu yang panjang. Dengan adanya penegasan seperti ini dalam perjanjian, tanpa tegoran kelalaian dengan sendirinya pihak debitur sudah dapat dinyatakan lalai, bila ia tidak menempati waktu dan pelaksanaan prestasi sebagaimana mestinya.

Jika teguran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan (aanmaning) dan biasa juga disebut dengan Sommasi. Dalam sommasi inilah pihak kreditur menyatakan segala haknya atas penuntutan prestasi kepada pihak debitur.


Adanya pernyataan lalai yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur, maka menyebabkan pihak debitur dalam keadaan wanprestasi, bila ia tidak mengindahkan pernyataan lalai tersebut. Pernyatan lalai sangat diperlukan karena akibat wanprestasi tersebut adalah sangat besar baik bagi kepentingan pihak kreditur maupun pihak debitur. Dalam perjanjian biasanya telah ditentukan di dalam isi perjanjian itu sendiri, hak dan kewajiban para pihak serta sanksi yang ditetapkan apabila pihak debitur  tidak menepati waktu atau pelaksanaan perjanjian. 


Debitur yang oleh pihak kreditur dituduh lalai, dapat mengajukan pembelaan diri atas tuduhan tersebut. Adapun pembelaan debitur yang dituduh dapat didasarkan atas tiga alasan yaitu : 

Mengajukan tuntutan adanya keadaan yang memaksa.

Mengajukan bahwa si kreditur sendiri juga wanprestasi.

Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.23

Kreditur melepaskan haknya atas tuntutannya kepada pihak debitur adalah bahwa pihak kreditur telah mengetahui bahwa ketika pihak debitur mengembalikan barang yang diperjanjikan, pihak kreditur telah mengetahui bahwa waktu pengembalian barang sudah terlambat selama seminggu. Akan tetapi atas keterlambatan tersebut pihak kreditur tidak mengajukan keberatan ataupun sanksi maka terhadap debitur yang terlambat mengembalikan barang, dapat diartikan bahwa pihak kreditur telah melepaskan haknya untuk pihak debitur yang telah nyata wanprestasi. 

BAB III
METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian 

“Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat”.
 .
Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pdt/2023 serta peraturan perundang-undangan.

Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
Bahan hukum primer, yaitu diperoleh dari KUHPerdata
Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan datanya dilakukan dengan mencakup  dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya yang berhubungan dengan judul yang diteliti.
Bahan hukum tersier diperoleh dari informasi hukum yang diambil dari kamus bahasa, artikel hukum maupun internet yang dapat memperjelas dalam penulisan skripsi ini.
Teknik Pengumpulan Data

Upaya untuk memperoleh data yang akurat, maka diggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan, Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu berupa  buku-buku ilmiah, hasil penelitian, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Analisis Data.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Tunda 
Praktiknya tidak dipenuhinya kewajiban yang merupakan wanprestasi, ada 2 (dua) kemungkinan yang menjadi alasan, yaitu :

Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya 
Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian.
 Dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu, jika ia sebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan itu, baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya, dimana kesemuanya dengan memperhitungkan keadaan dan suasana pada saat peristiwa itu terjadi.

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Sengaja berarti kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh debitur, sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian. Debitur disini belum tahu pasti apakah kerugian akan muncul atau tidak, tetapi sebagai orang yang normal seharusnya tahu atau bias menduga akan kemungkinan munculnya kerugian tersebut. Dengan demikian kesalahan disini berkaitan dengan masalah dapat menghindari (dapat berbuat atau bersikap lain) dan dapat menduga (akan timbulnya kerugian). 

Karena keadaan memaksa (force majeure), diluar kemampuan debitur atau debitur tidak bersalah. 

Keadaan memaksa ialah keadaan dimana tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.
 Vollmar menyatakan bahwa majeure itu hanya dapat timbul dari kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan tidak dapat diduga lebih dahulu.
 Keadaan memaksa dalam hukum anglo saxon (Inggris) dilukiskan dengan istilah frustration yang berarti halangan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar tanggung jawab pihak-pihak yang membuat perikatan (perjanjian) itu tidak dapat dilaksanakan sama sekali.

Keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur. Wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa biasa terjadi karena benda yang menjadi objek perikatan itu binasa atau lenyap, dapat juga terjadi karena perbuatan debitur untuk berprestasi itu terhalang seperti yang telah diuraikan di atas. Keadaan memaksa yang menimpa benda objek perikatan dapat menimbulkan kerugian sebagian dan dapat juga menimbulkan kerugian total sedangkan keadaan memaksa yang menghalangi perbuatan debitur memenuhi prestasi itu bias bersifat sementara maupun bersifat tetap.

Dikenal dua macam ajaran mengenai keadaan memaksa tersebut dalam ilmu hukum yaitu ajaran memaksa yang bersifat objektif dan subjektif. Ajaran mengenai keadaan memaksa (overmachtsleer) ini sudah dikenal dalam hukum romawi, yang berkembang dari janji (beding) pada perikatan untuk memberikan benda tertentu. Dalam hal benda tersebut karena adanya keadaan yang memaksa musnah maka tidak hanya kewajibannya untuk menyerahkan tetapi seluruh perikatan menjadi hapus, tetapi prestasinya harus benar-benar tidak mungkin lagi. 

Unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa (fore majeur) itu adalah sebagai berikut : 

Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda menjadi objek perikatan, hal ini tentunya bersifat tetap. 

Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.

Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur, jadi bukan karena kesalahan para pihak, khususnya debitur.

Apabila dalam suatu perjanjian yang telah ditentukan bahwa objek dari suatu perjanjian akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan, namun pada waktu tersebut objek tidak diserahkan, sedangkan waktu telah tiba untuk diserahkan, maka dalam hal ini dikatakan wanprestasi atau ingkar janji. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, dalam hal ini perlu diperhitungkan akibat dari keterlambatan, apakah merugikan salah satu pihak. Akibat dari salah satu pihak tidak membayar uang yang telah diperjanjikan semula, maka pihak yang lain menderita kerugian.
Berdasarkan bentuk-bentuk wanprestasi, maka jika disederhanakan bentuk-bentuk wanprestasi itu dapat berbentuk : 
Debitur sama sekali tidak berprestasi. Debitur sama sekali tidak memberikan prestasi. Hal ini dapat disebabkan karena debitur memang tidak mau berprestasi atau dapat juga disebabkan karena kreditur objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi. Pada peristiwa yang pertama memang kreditur tidak dapat bertindak lagi berprestasi, sekalipun ia mau;

Debitur keliru berprestasi. Debitur berprestasi, disini debitur memang merasa telah memberikan prestasinya, yang diterima kreditur pada hal lain dari pada yang diperjanjikan, maka dalam hal yang demikian dianggap bahwa debitur tidak berprestasi. Termasuk penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya, dalam arti tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan;

Debitur terlambat berprestasi. Debitur menyerahkan objek prestasinya sudah benar tetapi tidak sebagaimana waktu yang telah diperjanjikan, sebagaimana sudah disebut di atas, debitur digolongkan dalam kelompok terlambat berprestasi kalau objek prestasinya masih berguna bagi kreditur. Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai.

Penyewa disebutkan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak sepatutnya atau selayaknya. Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan atau kemestian bagi penyewa membayar ganti rugi atau dengan adanya wanpretasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Wanprestasi diperlukan terlebih dahulu suatu proses, seperti pernyataan lalai (ingeberkestelling) yang dilakukan penyewa.
 Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1243 KUHPerdata  yang menyatakan “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Bentuk wanprestasi yang dilakukan para tergugat yaitu (PT. Trust Line Marine, PT. Andromeda Sentral Pasifik, Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Pontianak sebagai tergugat (pihak yang menyewakan kapal) dalam perjanjian sewa menyewa kapal Tunda (Tug Boat) dengan penggugat (penerima sewa/penyewa) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1116 K/Pdt/2023 adalah :

Tergugat Secara Sepihak Mengganti Kapal TB Trust 36 menjadi Kapal TB Trust 77 yang Memiliki Spesifikasi Mesin Lebih Rendah Dari Spesifikasi Mesin Dalam Perjanjian. 
Tergugat melalui Surat Elektronik (E-Mail) kepada Penggugat, tanpa ada alasan yang jelas secara sepihak menyatakan akan mengganti kapal TB Trust 36 menjadi kapal TB Trust 77. Adapun berdasarkan Surat Elektronik tersebut, Tergugat memberikan perkiraan/estimasi akan mulai memberangkatkan/ mengoperasikan kapal TB Trust 77 pada tanggal 25 November 2011 dan masih terkait penggantian kapal secara sepihak tersebut, dalam Surat Elektronik tertanggal 12 November 2018, Tergugat menyatakan tidak ada perbedaan spesifikasi antara TB Trust 36 dengan TB Trust 77. 

Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen, Ship Particular yang diberikan, ternyata kapal TB Trust 77 memiliki spesifikasi yang berbeda dengan kapal TB Trust 36, dimana mesin kapal TB Trust 77 hanya memiliki tenaga sebesar 1100 HP (Horse Power/ Tenaga Kuda), padahal seharusnya memiliki tenaga sebesar 1299 HP sebagaimana telah disepakati dan ditetapkan dalam Pasal 3 Perjanjian.

Kapal TB Trust 77 Sebagai Kapal Pengganti Ternyata diserahkan dalam Kondisi Rusak dan Tidak Layak Operasi.
Selain adanya perbedaan spesifikasi tenaga mesin kapal dengan spesifikasi mesin yang ditetapkan dalam Perjanjian, ternyata kapal TB Trust 77 juga diserahkan kepada Penggugat dalam kondisi rusak dan tidak layak operasi. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 14 huruf j Perjanjian yang secara tegas menyatakan Tergugat harus menyediakan dan menyerahkan kapal dalam keadaan kokoh, terpelihara dengan baik serta dalam keadaan layak operasi, selain juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 460 KUHD yang mewajibkan Pemilik Kapal/ Pemberi Sewa untuk menjamin kondisi kelayakan Kapal kepada Pencarter/ Penyewa.

Mengacu pada dokumen Berita Acara tertanggal 27 November 2018, diketahui kerusakan-kerusakan pada TB Trust 77 adalah sebagai berikut :

Propeller/ Baling-Baling kiri 1 (satu) daun bengkok 

Propeller/ Baling-Baling kanan 1 (satu) daun patah dan 1 (satu) daun bengkok 

Sea Water Pump/ Pompa Air Laut rusak 

Selanjutnya mencermati ketentuan Pasal 14 huruf j Perjanjian yang menegaskan : “pihak pertama harus menyediakan dan menyerahkan kapal dalam keadaan kokoh, terpelihara dengan baik, serta dalam keadaan layak operasi”, maka jelas tindakan Tergugat yang secara sepihak mencoba menyerahkan kapal yang mengandung kerusakan-kerusakan tersebut merupakan bentuk tindakan pelanggaran terhadap Perjanjian.

Terkait dengan kerusakan-kerusakan pada Kapal TB Trust 77 yang disodorkan oleh Tergugat secara sepihak sebagai pengganti Kapal TB Trust 36, maka dengan menghubungkan ketentuan Pasal 14 huruf j Perjanjian dengan ketentuan Pasal 15 a, maka jelas Kapal TB Trust 77 tidak memenuhi persyaratan untuk dapat dioperasikan (tidak dapat diberlakukan status  on-hire dengan menggunakan TB Trust 77 yang notabene masih belum diperbaiki dan mengandung kerusakan-kerusakan).

Selain dari ketentuan dalam Perjanjian, pengoperasian TB Trust 77 yang mengandung kerusakan-kerusakan tersebut juga akan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban Tergugat selaku Pemberi Sewa untuk menyediakan kapal yang layak bagi Penyewa sebagaimana diatur dalam Pasal 460 KUHD.

Awak Kapal Tergugat Melakukan Kelalaian Dalam Mengoperasikan Kapal, sehingga Mengakibatkan TB Trust 36/ BG Trust Line 306 menabrak jetty milik pihak ketiga, akibatnya kegiatan bongkar muatan harus dihentikan dan telah terjadi kehilangan muatan berupa pupuk yang merugikan penggugat.

Permasalahan lainnya terjadi pada tanggal 16 November 2018, dimana atas kelalaian Awak Kapal yang diperkerjakan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf c Perjanjian, menyebabkan TB Trust 36/ BG Trust Line 306 menabrak tiang Dermaga (atau yang dalam praktiknya biasa disebut jetty dari pihak ketiga (milik PT. Pelayaran Rimba Megah Armada) hingga mengakibatkan tiang jetty patah.

Akibat  peristiwa tersebut, sama sekali tidak ada laporan kepada Penggugat, baik dari Nahkoda, Awak Kapal, maupun dari Tergugat sendiri. Adapun Penggugat baru mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan teguran dari pihak pemilik Jetty.

Akibat dari adanya kejadian penabrakan tiang jetty oleh Awak Kapal Tergugat, Penggugat dipaksa untuk menghentikan kegiatan bongkar muatan sampai dengan pemilik jetty mendapatkan kepastian pembayaran ganti rugi kerusakan jetty dimaksud dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, seharusnya Penggugat dapat menyelesaikan kegiatan bongkar muatan berupa pupuk pada tanggal 22 November 2018. Faktanya, Penggugat baru dapat menyelesaikan kegiatan bongkar muatan pupuk pada tanggal 30 November 2018, itupun setelah Penggugat berusaha keras bernegosiasi dengan pemilik jetty. Hal ini berarti, sejak kapal tiba di Pelabuhan Pontianak pada tanggal 8 November 2018 dan mulai melakukan pembongkaran pada tanggal 13 November 2018, terdapat 8 (delapan) hari keterlambatan bongkar muatan pupuk hingga tanggal 30 November 2018, yang seluruhnya adalah akibat kelalaian awak kapal Tergugat.

Selain keterlambatan bongkar muatan, ternyata awak kapal Tergugat juga lalai dalam menjaga muatan kapal berupa pupuk yang sedang diangkut dalam kapal tersebut. Akibatnya, terjadi kehilangan sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) karung pupuk yang seharusnya diserahkan kepada mitra usaha Penggugat/ PT. Rissantex Cahaya Gemilang. Akibat kehilangan muatan Kapal BG Trust Line 306 berupa 225 karung pupuk tersebut, Penggugat mengalami kerugian karena terpaksa harus mengganti kerugian 225 karung pupuk kepada PT. Rissantex Cahaya Gemilang (mitra usaha Penggugat), senilai total Rp 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah). Dengan demikian, Tergugat juga harus mengganti kerugian kehilangan muatan/pupuk tersebut kepada Penggugat.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 460 KUHD dan ketentuan Pasal 14 huruf c Perjanjian, Tergugat selaku pemberi sewa serta pihak yang menyediakan awak kapal, bertanggungjawab atas keamanan barang yang diangkut, termasuk atas segala kelalaian dari awak kapal dimaksud. Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 14 huruf e menyatakan kehilangan muatan kapal yang disebabkan oleh kelalaian awak kapal menjadi tanggung jawab Tergugat sehingga Tergugat wajib mengganti seluruh kerugian kehilangan muatan/pupuk tersebut kepada Penggugat.

Pemutusan Perjanjian Sepihak, Penggantian Agen Sepihak, dan Upaya Pengoperasian Kapal Secara Sepihak, yang seluruhnya dilakukan oleh Tergugat Tanpa Seizin/Persetujuan Penggugat.

Meskipun telah terjadi berbagai permasalahan yang sangat merugikan Penggugat, tiba-tiba pada tanggal 28 November 2018, tanpa alasan yang jelas, secara sepihak, dan tanpa persetujuan Penggugat, Tergugat menyatakan akan melakukan pengakhiran Perjanjian.

Penggugat jelas sangat keberatan atas usaha pengakhiran Perjanjian secara sepihak yang diinisiasi oleh Tergugat, sebab kapal TB Trust 77 masih dalam masa sewa dan penggugat membutuhkan kapal tersebut untuk menjalankan kegiatan usahanya. Apalagi Penggugat sudah terlanjur mengadakan kontrak pengangkutan dengan pihak ketiga.

Tergugat terindikasi berniat menggerakkan kapal dari posisi awal di Pelabuhan Pontianak ke wilayah lain secara sepihak dan tanpa persetujuan Penggugat sebagai pihak penyewa yang sah. 34. Bahwa melalui surat Nomor 941/TLM-ltr/O/MF-f/XII/2018 tertanggal 4 Desember 2018, Tergugat terbukti secara sepihak berusaha mengganti agen yang telah ditunjuk oleh Penggugat, dari PT. Andromeda Sentral Pasifik kepada PT. Bogowontor Transporter Nusantara. Adapun dalam surat tersebut, PT. Bogowontor Transporter Nusantara selaku agen baru yang ditunjuk sepihak oleh Tergugat, berusaha meminta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kapal, meskipun kapal tersebut masih dalam masa sewa dengan Penggugat.

Upaya-upaya Tergugat untuk melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak, menunjuk dan untuk menggerakkan kapal tanpa seizin Penggugat, merupakan pelanggaran fatal terhadap Perjanjian. Atas berbagai permasalahan yang merugikan Penggugat akibat tindakan-tindakan Tergugat yang tidak sesuai dengan Perjanjian, Penggugat telah melayangkan Surat Somasi I Nomor 521/HAS/AS-LT/LL/XII/2018 tertanggal 11 Desember 2018 (Somasi I) yang pada intinya menuntut ganti rugi akibat pelanggaran perjanjian sesuai dengan Pasal 1243 jo. 1246 KUHPerdata.

Akibat  tidak adanya itikad baik dan tidak ada respon apapun dari pihak Tergugat terhadap Somasi I yang telah dikirimkan Penggugat, Penggugat mengirimkan Somasi II Nomor 523/HAS/AS-LT/LL/XII/2018 tertanggal 18 Desember 2018 (Somasi II). Meskipun Penggugat telah mengirimkan Somasi I dan Somasi II kepada Tergugat untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh rangkaian pelanggaran perjanjian Tergugat, tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penguggat. Bahkan, secara melawan hokum tiba-tiba Tergugat mengirimkan tagihan yang tidak jelas asal muasalnya dan tidak berdasar hukum kepada Penggugat.

Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Tunda Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pdt/2023 
Perjanjian sewa menyewa adalah salah satu bentuk usaha yang dilakukan sehari-hari yang terjadi antara pihak yang menyewakan benda tertentu untuk sekedar memperoleh sejumlah uang dan pihak penyewa untuk memenuhi kebutuhan kenikmatan atas benda tertentu selama waktu tertentu. 

Secara khusus, perjanjian sewa menyewa dapat menjadi mata pencaharian bagi pihak yang menyewakan benda (bisnis) dan dalam hubungan ini, pihak yang menyewakan benda dapat berstatus sebagai pengusaha, produsen (profit oriented), sedangkan pihak penyewa dapat sebagai manusia pribadi, konsumen, badan hukum yang menikmati benda.

Setiap hubungan hukum akan mempunyai akibat hukum, dalam arti menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang mengadakan hubungan hukum. Demikian juga halnya dengan perjanjian sewa menyewa, akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, yaitu antara pihak pemilik barang dengan pihak penyewa. Hal ini dikarenakan hak dan kewajiban itu merupakan suatu perbuatan yang bertimbal balik, artinya hak dari satu pihak merupakan kewajiban dari pihak lain, begitu juga dengan sebaliknya.

Perjanjian sewa menyewa, sama halnya seperti perjanjian lain pada umumnya adalah perjanjian konsensual, artinya ia sudah terjadi dan mengikat pada detik terjadinya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu harga dan barang. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan kenikmatan suatu barang, sedangkan kewajiban pihak menyewa membayar harga sewa.

Hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan, sedangkan kewajibannya diatur dalam Pasal 1550 KUHPerdata. Hak dari penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik, sedangkan kewajibannya diatur dalam Pasal 1560 KUHPerdata.

M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa :

Pihak yang menyewakan haruslah menyerahkan barang yang disewakan kepada pihak penyewa dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Penyerahan dalam perjanjian sewa menyewa adalah penyerahan yang dilakukan secara nyata dan tidak diperlukan penyewaan secara yuridis. Sesuai dengan kedudukan penyewa atas barang yang disewa, maka dengan penyerahan barang dibawah penguasaan penyewa sudah terjadi penyerahan.

Ahmad Ichsan mengatakan, bahwa :

Suatu perikatan yang lahir oleh karena suatu perjanjian mempunyai dua sudut yaitu sudut kewajiban dan hak-hak yang timbul. Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik, suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu.

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa kapal Tunda (Tug Boat) berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pdt/2023 adalah PT. Hartakie Ekspres Indonesia (penggugat/penyewa). memiliki kewajiban yaitu :
Bertanggung jawab atas pengoperasian kapal selama dicharter (setelah tanggal On Hire).

Wajib mengoperasikan kapal sesuai dengan kapasitas mesin kapal, tidak diperkenankan memuat melebihi kapasitas yang diijinkan Pemerintah RI dalam hal ini diwakili oleh perhubungan laut dan atau Syahbandar, barang-barang illegal dan tidak mempunyai surat-surat resmi dan lengkap serta yang dilarang oleh pemerintah. Segala resiko yang terjadi atas pemuatan barang-barang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua, dan pihak pertama dibebaskan dari segala macam tuntutan baik dari pihak ketiga maupun dari hukum yang berlaku dinegara Republik Indonesia.

Membayar harga sewa sesuai dengan kesepatan yaitu perjanjian sewa menyewa kapal yaitu :
Pembayaran deposit 100% dari nilai sewa Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

Pembayaran uang sewa bulan pertama saat kapal On-Hire Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

Pembayaran uang sewa bulan kedua dan seterusnya sampai masa sewa habis Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) per bulannya

PT. Hartakie Ekspres Indonesia Tbk sebagai pihak penyewa memiliki hak  yaitu :

Berhak merekomendasikan 1 (satu) orang Master/Kapten dan 1 (satu) orang Chief Engineer’s/KKM apabila standard konsumsi BBM dan speed kapal tidak sesuai dengan target penyewa kapal. Kapten dan KKM bekerja sesuai dengan instruksi penyewa kapal dalam pengoperasian kapal, tetapi assigned di bawah owner dan tunduk sesuai dengan peraturan pihak pertama.

Pemberi sewa dan pemilik kapal secara otomatis wajib untuk menyerahkan kapal yang baik dan layak operasi, menyediakan/mempekerjakan awak kapal yang profesional dan memenuhi standar kelayakan, memelihara kapal dengan sebaik-baiknya sehingga kapal tetap layak laut.
Kewajiban dari PT. Hartakie Ekspres Indonesia Tbk adalah merupakan hak dari (PT. Trust Line Marine, PT. Andromeda Sentral Pasifik, Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Pontianak sebagai tergugat (pihak yang menyewakan kapal) dan begitu pula sebaliknya hal yang merupakan kewajiban yang menyewakan merupakan hak yang diperoleh PT. Hartakie Ekspres Indonesia Tbk  selaku penyewa.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pdt/2023 
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.

Pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. 

Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. 

Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. “Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum”.

Wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kapal Tunda (Tug Boat), maka dapat dikemukakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pdt/2023 yaitu :

Duduk Perkara

Para pihak dalam kasus sengketa perjanjian sewa menyewa kapal Tunda (Tug Boat) ini adalah PT. Hartakie Ekspres Indonesia Tbk  selaku penyewa sebagai penggugat melawan PT. Trust Line Marine, PT. Andromeda Sentral Pasifik, Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Pontianak pihak yang menyewakan kapal) sebagai tergugat. Adapun kasus posisi/duduk perkara dalam putusan ini adalah penggugat yang merupakan Perseroan Terbatas yang sesuai Akta Pendirian maupun Anggaran Dasarnya antara lain bergerak di bidang Jasa Pengurusan Pengangkutan Barang.

Mendukung kegiatan usaha Pengangkutan Barang tersebut, maka penggugat telah menyepakati Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal Tunda (Tug Boat) dengan Nomor : TB Trust 36 dan Kapal Tongkang (Barge) dengan Nomor : BG Trust Line 306 dari Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor TRUST/181/TC-HEI/VII/2018 tertanggal 13 Juli 2018, dimana Penggugat berkedudukan sebagai penyewa dan tergugat berkedudukan sebagai “pemberi sewa.

Kapal-kapal sebagaimana tercantum dalam Perjanjian, disewakan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal masa On Hire sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 huruf a Perjanjian. Berdasarkan Bukti Pembayaran dan Berita Acara On Hire, masa sewa kapal dimulai pada tanggal 30 Juli 2018, sehingga masa berlaku sewa selama 6 (enam) bulan akan berakhir hingga tanggal 30 Januari 2019 

Akibat penghentian operasi kapal karena penabrakan jetty dan Tergugat juga secara sepihak menyatakan mengganti Kapal TB Trust 36 dengan Kapal TB Trust 77. Ketika kapal TB Trust 77 datang, ternyata mengalami berbagai kerusakan sehingga Penggugat harus terlebih dahulu melakukan perbaikan.  Atas kondisi di atas, kapal dilakukan Off Hire sebagaimana tertuang secara tegas dalam Berita Acara Off Hire tertanggal 17 November 2018, yang ditandatangani oleh Nahkoda Capt. Martianus, Kepala Kamar Mesin (KKM) Cucu AM, serta perwakilan Penggugat selaku Penyewa/Pencharter. 

Berdasarkan Pasal 5 huruf a dan b serta Pasal 14 huruf c, kondisi Off Hire maupun kondisi On Hire, dilakukan dengan suatu Berita Acara. Dengan demikian, seluruh perhitungan hari yang menjadi akibat dari suatu kondisi Off Hire maupun On Hire, dihitung sejak tanggal Berita Acara tersebut. Lebih lanjut Pasal 14 huruf a mengatur bahwa Penggugat bertanggung jawab atas kapal setelah tanggal On Hire, sehingga Tergugat bertanggung jawab atas kapal sejak tanggal Off Hire.

Mengenai status Off Hire ini juga berpengaruh terhadap lamanya masa sewa dan jumlah pembayaran uang sewa yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat. Beberapa pasal terkait hal ini antara lain :

Pasal 14 huruf a menyatakan waktu charter/sewa dimulai setelah tanggal On Hire.

Pasal 11 huruf a menyatakan masa sewa dihitung sejak kapal On Hire, yang akan diikuti dengan pembayaran biaya sewa oleh Penggugat pada saat On Hire tersebut.

Pasal 11 huruf e menyatakan jumlah hari selama Off Hire akan dihitung secara prorata sebagai pengurang biaya sewa.

Terkait kondisi Off Hire sejak tanggal 17 November 2018 tersebut, sebelumnya melalui surat elektronik (e-mail) tertanggal 12 November 2018 perihal “Rencana Switch TB Trust 36 dengan TB Trust 77”, Tergugat (melalui Marison F.P.) terlebih dahulu menyatakan seluruh biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Tergugat.

Berdasarkan Invoice/Tagihan tertanggal 22 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat dan Bukti Pembayaran tertanggal 26 Oktober 2018 dan 29 Oktober 2018 dari Penggugat, biaya sewa kapal telah dibayarkan dan berlaku untuk periode 28 Oktober 2018 s/d 26 November 2018. Merujuk pada Invoice/Tagihan dan Bukti Pembayaran di atas, ketika Tergugat melakukan Off Hire terhadap kapal tertanggal 17 November 2018, Off Hire tersebut dilakukan saat masih dalam/di tengah periode pembayaran biaya sewa 28 Oktober 2018 s/d 26 November 2018.

Sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat sama sekali belum menerima Berita Acara On-Hire dari Tergugat. Artinya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf a Perjanjian, status kapal adalah masih Off Hire dan karena belum ada Berita Acara On Hire, maka Tergugat belum dapat menagih biaya sewa kepada Penggugat. Apabila (quod-non) pada hari ini Tergugat secara sepihak menerbitkan Berita Acara On Hire (yang mana faktanya tidak ada), maka masih ada biaya sewa yang telah dibayarkan Penggugat masih berlaku 9 (sembilan) hari lagi, yang dapat dihitung dari selisih 17 November 2018 hingga 26 November 2018. 

Selain itu, karena belum adanya Berita Acara On Hire, maka sebagaimana telah diatur Pasal 11 huruf a Perjanjian, sejak tanggal 17 November 2018, Penggugat belum dapat diminta untuk melakukan pembayaran uang sewa untuk bulan berikutnya. Bahwa dengan kondisi Off Hire tersebut, maka seluruh tagihan yang diterbikan Tergugat kepada Penggugat terkait biaya sewa, adalah batal demi hukum dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap Perjanjian.

Penggugat  telah melaksanakan seluruh kewajibannya selaku penyewa dan oleh karena itu memiliki hak untuk memperoleh kenikmatan atas kapal yang disewa sebagaimana diatur Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat merupakan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya, baik Penggugat dan Tergugat wajib untuk memenuhi seluruh ketentuan dalam Perjanjian.

Perjanjian telah diatur mengenai hak serta kewajiban Penggugat dan Tergugat selaku para pihak dalam Perjanjian. Adapun kewajiban pokok dari Penggugat sebagaimana diatur dalam Perjanjian ialah mengenai pembayaran biaya sewa. Ketentuan mengenai kewajiban pembayaran sewa telah diatur dalam Pasal 11 Perjanjian, yang beberapa diantaranya ialah :

Pembayaran deposit 100% dari nilai sewa, yakni sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) yang wajib dibayarkan saat penandatanganan Perjanjian.

Pembayaran uang sewa dilakukan saat kapal On-Hire. 

Pembayaran uang sewa bulan berikutnya dilakukan sesuai dengan jatuh tempo yang tertera dalam invoice.

Uang Deposit dikembalikan saat Perjanjian berakhir.

Jumlah hari yang terhitung Off Hire kan dihitung secara prorata sebagai pengurang biaya sewa.

Penggugat telah membayarkan deposit 100% dari nilai sewa, yakni sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 11 huruf a Perjanjian, dan juga telah melaksanakan kewajiban pembayaran uang sewa tiap bulannya, dengan nilai sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) per bulan. 

Selain diatur mengenai kewajiban, Perjanjian juga mengatur hak yang diperoleh oleh Penggugat, yakni untuk mengoperasikan kapal selama masa sewa terhitung sejak tanggal On Hire, menerima kapal dalam keadaan baik dan layak operasi, menerima awak kapal yang berkualitas yang disediakan/dipekerjakan oleh Tergugat, serta hak-hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian.

Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya dan mengingat bahwa kapal masih dalam Masa Sewa dan masih dalam Masa Off Hire, maka seharusnya Penggugat memiliki hak penuh untuk memperoleh manfaat/kenikmatan dari kapal yang disewakan, baik mengenai hak-hak Penyewa/ Pencarter Kapal yang diatur secara tegas dalam Perjanjian, maupun yang diatur dalam KUHPerdata dan/atau KUHD.

Tergugat telah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian serta kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh undang-undang kepada Pemberi Sewa/ Pemberi Charter Kapal, sehingga menyebabkan kerugian terhadap Penggugat, antara lain dengan cara :

Tanpa alasan yang jelas dan secara sepihak mengganti kapal TB Trust 36 menjadi kapal TB Trust 77, yang memiliki spesifikasi mesin yang lebih rendah dari yang ditetapkan dalam Perjanjian (vide Pasal 1, 2, dan 3) 

Kapal TB Trust 77 sebagai kapal pengganti ternyata diserahkan dalam kondisi rusak dan tidak layak operasi (vide Pasal 15 huruf a dan b) 
Tergugat membebankan biaya perbaikan TB Trust 36 kepada Penggugat (Pasal 15 huruf b) 

Kelalaian Awak Kapal yang dipekerjakan oleh Tergugat berupa menabrak tiang jetty/dermaga, sehingga mengakibatkan kegiatan bongkar muatan terhenti dan terlambat dari jadwal (vide Pasal 14 huruf b dan c jo. Pasal 460 KUHD) 

Menghilangkan muatan berupa pupuk, hal mana terjadi karena kelalaian dari Awak Kapal yang dipekerjakan oleh Tergugat (vide Pasal 14 huruf e jo. Pasal 460 KUHD) 

Mencoba menggerakkan kapal yang masih dalam Masa Sewa tanpa adanya persetujuan dari Penggugat sebagai pihak yang berhak mengoperasikan kapal (Pasal 10 dan Pasal 14 huruf a dan b) 

Secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas mengganti agen yang telah ditunjuk oleh Penggugat (vide Pasal 14 huruf b jo. Pasal 1550 KUHPerdata) 

Menerbitkan tagihan biaya sewa tanpa dasar hukum, padahal Tergugat mengetahui status kapal masih Off Hire, dan belum ada Berita Acara On Hire (Pasal 11 huruf a, huruf e, dan Pasal 14 huruf a)
Perjanjian Sewa-Menyewa, dapat mengacu ketentuan Pasal  1550 KUHPerdata yang mengatur sebagai berikut : “Pihak yang menyewakan karena sifat persetujuan dan tanpa perlu adanya suatu janji, wajib untuk memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan itu dengan tenteram selama berlangsungnya sewa…”

Selain itu sebagaimana dikemukakan, ketentuan Perjanjian Sewa Menyewa Bagian Kapal berdasarkan Jangka Waktu juga diatur dalam KUHD, antara lain pada Pasal 460 KUHD yang mengatur sebagai berikut : “Bila diadakan pencarteran menurut waktu, yang mencarterkan harus menyediakan kapalnya untuk digunakan oleh pencarter, dan selama berlangsungnya perjanjian itu menjaga agar tetap dalam keadaan cukup terpelihara, cukup dilengkapi dan diberi anak buah kapal dan cocok untuk penggunaan seperti yang ditunjuk dalam carter-partai. Ia menjamin kerugian yang diderita oleh pencarter akibat keadaan kapal…”

Berdasarkan ketentuan Pasal 460 KUHD tersebut, maka dapat disimpulkan kewajiban-kewajiban Tercarter/ Pemberi Sewa/ Pemilik Kapal berdasarkan undang-undang adalah sebagai berikut :

Memelihara kapal dengan sebaik-baiknya sehingga kapal tetap layak guna;

Melengkapi kapalnya dengan alat perlengkapan yang memenuhi standar kelayakan 

Melengkapi kapalnya dengan awak kapal dan Nahkoda yang cakap serta bertanggungjawab dan sesuai dengan tujuan pencarteran/ sewa Kapal 

Adapun jika kewajiban-kewajiban/ prestasi-prestasi tersebut tidak terlaksana dan Penyewa menderita kerugian sebagai akibatnya, maka Pemberi Sewa wajib mengganti segala kerugian Penyewa. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, penggugat (pihak kedua dalam perjanjian) maupun tergugat (pihak pertama dalam perjanjian) memiliki kewajiban, baik sebagaimana ditentukan secara eksplisit dalam Perjanjian, maupun mengenai hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, untuk melaksanakan apa yang diperjanjikan. 

Berdasarkan seluruh uraian dan dihubungkan dengan fakta dimana Tergugat tanpa alasan yang sah tetap tidak memenuhi tuntutan agar melaksanakan kewajiban-kewajibannya setelah Penggugat mengirimkan Somasi I dan II, maka unsur “lalai” dalam Perbuatan Ingkar Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 juga telah terpenuhi. Sehingga Tergugat wajib dihukum untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami Penggugat. 

 Lebih lanjut karena dalam Perjanjian tidak diatur mengenai syarat-syarat pengakhiran Perjanjian yang belum lewat masa waktunya, maka Perjanjian tersebut hanya dapat diakhiri melalui putusan pengadilan. Dengan demikian, sehubungan dengan perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat, maka melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat berakhir pada tanggal diputusnya perkara ini, atau setidak-tidaknya pada saat tanggal 30 Januari 2019, sesuai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian.

Akibat dari perbuatan Wanprestasi dan itikad tidak baik Tergugat dalam pelaksanaan Perjanjian, Penggugat mengalami berbagai kerugian baik materiil maupun imateriil, serta terhambat dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sebagaimana dapat dirinci sebagai berikut (Pasal 1243 jo. 1244 jo. Pasal 1246 KUHPerdata). Selain dari kerugian materiil, tindakan Tergugat mengakibatkan tercemarnya nama baik Penggugat selaku perusahaan jasa pengangkutan di mata pihak ketiga yang ingin menggunakan jasa Penggugat. Selain itu, karena sampai saat ini status kapal masih Off Hire dan Penggugat tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya berupa jasa pengangkutan, maka sangat wajar dan patut apabila Penggugat menuntut kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
Berdasarkan gugatan dari penggugat, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan yang amarnya berbunyi bahwa Dalam Pokok Perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk verklaard). Adapun pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di atas dalam memberikan putusannya adalah sebagai berikut :

Ternyata yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat menurut Penggugat adalah perbuatan wanprestasi yang menurut Penggugat telah dilakukan Tergugat sehubungan dengan adanya Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal Tunda (Tug Boat) dengan Nomor : TB Trust 36 dan Kapal Tongkang (Barge) dengan Nomor : BG Trust Line 306 dari Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor TRUST/181/TC-HEI/VII/2018 tertanggal 13 Juli 2018.

Tergugat sebaliknya menyatakan bahwa justru Penggugat lah yang telah melakukan perbuatan wanprestasi dan memiliki kewajiban yang harus diselesaikan dengan Tergugat 

Dasar hukum pembuktian dalam perkara perdata adalah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 163 HIR sebagai berikut : “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu” 

Kedua belah pihak berperkara telah saling bantah, maka kedua belah pihak berkewajiban membuktikan dalilnya masing- masing, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu 

Dalam menandatangani bukti P-1 yang berupa Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No. Trust/181/TC-HEI/VII/2018 tertanggal 13 Juli 2018 antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, Penggugat diwakili oleh Dillon Hartakie, sedangkan Tergugat diwakili oleh Mateus Darmawan Lesmana, dan ternyata perjanjian tersebut di atas telah memenuhi asas perjanjian pacta sun servanda, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, sehingga dengan demikian maka ketiga perjanjian tersebut di atas tetap berlaku dan mengikat para pihak yang membuatnya 

Asas perjanjian pacta sun servanda tersebut, jelas bahwa suatu perjanjian hanyalah mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak dapat menimbulkan kewajiban ataupun kerugian pada pihak lainnya 

Penggugat selain menarik Tergugat juga telah menarik pihak Turut Tergugat I (in casu PT. Andromeda Sentral Pasifik) dan Turut Tergugat II (in casu Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Pontianak) 

Pihak Penggugat tidaklah dapat menarik pihak Turut Tergugat dengan bebas, karena harus dilihat dan dipertimbangkan dengan baik hubungan antara pihak Turut Tergugat yang ditarik dengan pokok sengketa dimaksud, selain itu perlu pula diuraikan alasan ditariknya pihak Turut Tergugat dalam posita gugatan Penggugat, dan yang paling penting adalah bahwa Turut Tergugat tidak dapat dikenai beban melakukan suatu perbuatan apapun yang berkaitan dengan sengketa antara Penggugat dan Tergugat 

Penggugat telah mendudukkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II layaknya seorang Tergugat yang dibebankan untuk melakukan sesuatu, namun dalam posita gugatannya sama sekali tidak dijelaskan hubungan hokum antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat (in casu Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No. Trust/181/TC-HEI/VII/2018 tertanggal 13 Juli 2018) 

Penarikan pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II oleh Penggugat dalam perkara ini, dan tuntutan agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dibebankan untuk melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan sengketa antara Penggugat dan Tergugat, telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi error in persona, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk verklaard) 

Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk verklaard), maka terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersbut telah dikuatkan oleh  putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 466/PDT/2020/PT. DKI, tanggal 9 Oktober 2020. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta diajukan kasasi dan  dalam  tingkat kasasi Mahkamah Agung nengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Hartakie Ekspres Indonesia tersebut serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 466/PDT/2020/PT. DKI, tanggal 9 Oktober 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel, tanggal 4 Desember 2019.
Mahkamah Agung mengadili sendiri dan memberikan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi

Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor TRUST/181/TC-HEI/VII/2018 tertanggal 13 Juli 2018 berakhir demi hukum pada tanggal diputuskannya perkara ini atau setidak-tidaknya pada tanggal 30 Januari 2019, sesuai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1.651.220.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi: Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Analisis Kasus
Menurut Sudikno Mertokusumo menyebutkan :

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sangsi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. 

Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pdt/2023 tersebut, maka jelaslah bahwa Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Trust/181/TCHEI/ VII/2018 yang telah disepakati Tergugat berkewajiban menyediakan Kapal TB Trust 36/B5 Trust Linu 306, namun ternyata kemudian diganti oleh Tergugat menjadi TB Trust 77 yang memiliki spesifikasi mesin yang lebih rendah dari yang diperjanjikan dan mengalami kerusakan dan mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, sehingga Tergugat telah terbukti wanprestasi.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Hartakie Ekspres Indonesia dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 466/PDT/2020/PT DKI, tanggal 9 Oktober 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel, tanggal 4 Desember 2019 serta Mahkamah Agung  berdasarkan bukti (P-2a) dan (P-2b) serta telah diakui oleh Tergugat dalam rekonvensinya, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang deposit sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagaimana kesepakatan dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Trust/181/TC-HEI/VII/2018.

Berdasarkan bukti (P-10b) pada tanggal 17 November 2018 Kapal TB Trust 36 dinyatakan telah off hire selama 10 (sepuluh) hari dan baru dibebaskan tanggal 3 Desember 2018. Kesepakatan data Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Trust/181/TC-HEI/VII/2018, maka jumlah hari yang terhitung off hire pada bulan berjalan akan dihitung secara pro rata sebagai pengurang biaya sewa pada bulan berikutnya dan berdasarkan bukti berupa invoice tanggal 22 Oktober 2018, Penggugat telah membayar uang sewa hingga tanggal 26 November 2018, maka ganti rugi yang dikabulkan adalah Rp600.000.000,00 : 30 hari = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga ganti rugi off hire yang dikabulkan dihitung sejak tanggal 17 November – 3 Desember = 10 hari x Rp20.000.000,00 = Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Berdasarkan bukti berupa pemberitahuan hilangnya pupuk sejumlah 225 karung x Rp500.000,00, maka total kerugian adalah sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan bukti berupa Instruksi Pengapalan tanggal 24 November 2018 tidak dapat dilakukan karena adanya kerusakan kapal sejumlah 5.000 m³ x 145.500/m³ = Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

Implikasi perjanjian kapal, karena tidak dapat dibuktikan, maka atas ganti rugi ini ditolak. Perbaikan kapal sejumlah Rp13.720.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) telah dapat dibuktikan berdasarkan bukti serta diakui Tergugat, maka atas ganti rugi ini dapat dikabulkan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka total kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi adalah sebesar Rp1.651.220.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Hartakie Ekspres Indonesia, dengan menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah wanprestasi, yang menyebutkan Pemohon Kasasi menderita kerugian.

Berdasarkan kasus di atas dan dihubungkan dengan Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan “perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Perjanjian yang demikian mengikat para pihak secara hukum untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan didalam perjanjian itu. Perjanjian sewa menyewa kapal tunda (tug boat), maka menurut penulis perjanjian yang dibuat oleh PT Hartakie Ekspres Indonesia dan PT. Trust Line Marine termasuk perjanjian timbal balik karena melahirkan hak dan kewajiban para pihak.

Hakim mempertimbangkan Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan “bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Pengertian ini berkaitan dengan asas pacta sunt servanda yang artinya bahwa perjanjian tersebut wajib dilaksanakan bagi para pihak yang membuatnya. Pasal 1338 KUHPerdata berkaitan dengan asas pacta sunt servanda yang mengharuskan para pihak memenuhi apa yang telah merupakan ikatan mereka satu sama lain dalam perjanjian yang dibuat. 

Pasal 1338 KUHPerdata memberikan pemahaman bahwa sebenarnya setiap subjek hukum dan sesama subjek hukum lainnya dapat melakukan perbuatan hukum seolah-olah sebagai pembentuk undang-undang dengan memnggunakan perjanjian. Ini berarti bahwa setiap subjek hukum dapat membentuk hukum dalam hal ini hukum perjanjian sebagaimana halnya yang dimaksud pembentuk undang-undang.

Perjanjian memang mengikat, karena merupakan suatu janji, serupa dengan undang-undang yang dipandang sebagai perintah pembuat undang-undang. Perjanjian sewa menyewa kapal tunda (tug boat) antara PT Hartakie Ekspres Indonesia dan PT. Trust Line Marine mengikat para pihak, sehingga  wajib melaksanakan prestasinya masing-masing.

Perjanjian sewa menyewa kapal tunda (tug boat) antara PT Hartakie Ekspres Indonesia dan PT. Trust Line Marine dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian bahwa sepakat ditandai oleh penawaran dan penerimaan dengan cara tertulis, lisan, diam-diam, simbol-simbol tertentu. Unsur kata sepakat yang terdapat dalam rumusan Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga para pihak yang mengadakan perjanjian diwajibkan melaksanakan prestasi dari apa yang telah disepakati, seperti yang terdapat didalam Pasal 1234 KUHPerdata yang menyebutkan “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu”. Apabila ada pihak yang tidak melakukan prestasi tersebut maka telah melakukan wanprestasi.

Perjanjian sewa menyewa kapal tunda (tug boat) antara PT Hartakie Ekspres Indonesia dan PT. Trust Line Marine di dalamnya terkandung suatu janji yang mengungkapkan kehendak yang dinyatakan dan dianggap sebagai elemen konstitutif dari kekuatan mengikat perjanjian. Perjanjian baru terbentuk jika ada perjumpaan atau persesuaian antara janji-janji yang ditujukan satu pihak terhadap pihak lainnya.  Perjanjian sewa menyewa kapal tunda (tug boat) antara PT Hartakie Ekspres Indonesia dan PT. Trust Line Marine terlebih dahulu ada perjumpaan atau persesuaian antara janji-janji yang ditujukan satu pihak terhadap pihak lainnya, yang dalam hal ini termasuk dalam syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai sepakat mereka yang mengikatkan diri. 

Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian sangat penting, karena dalam memutus suatu perkara wanprestasi yang pertama kali dilihat adalah perjanjiannya sah atau tidak sah. Jika perjanjian tersebut tidak sah maka seseorang yang diduga melakukan wanprestasi tidak dapat dinyatakan melakukan wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, sewa menyewa kapal tunda (tug boat) antara PT Hartakie Ekspres Indonesia dan PT. Trust Line Marine adalah sah, sehingga para pihak yang membuat perjanjian secara tersebut diwajibkan melaksanakan prestasi dari apa yang telah disepakati. Suatu perjanjian yang sah, baik secara lisan maupun tertulis, memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi.

Perjanjian sewa menyewa kapal tunda (tug boat) antara PT Hartakie Ekspres Indonesia dan PT. Trust Line Marine mempunyai akibat hukum yang menimbulkan perikatan.. Perjanjian dalam bentuk apapun haruslah terdapat perikatan di dalamnya, karena perjanjian merupakan sumber dari perikatan. Perikatan yang dilakukan oleh PT Hartakie Ekspres Indonesia dan PT. Trust Line Marine adalah perikatan untuk memberikan sesuatu. Memberikan sesuatu adalah perbuatan menyerahkan hak milik atau berdasarkan ukuran-ukuran tertentu, menyerahkan dari kenikmatan dari hak milik itu. 

Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Pernyataan lalai adalah upaya hukum di mana kreditur memberitahukan, menegur, serta memperingatkan kepada debitur saat selambat-lambatnya wajib memenuhi prestasi dan apabila saat itu dilampaui, maka debitur telah lalai. PT Hartakie Ekspres Indonesia dalam membuktikan PT. Trust Line Marine wanprestasi telah terlebih dahulu melakukan tegoran (somasi) untuk memenuhi kewajibannya tetapi PT. Trust Line Marine tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan semua kewajibannya kepada PT Hartakie Ekspres Indonesia. 

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kapal tunda (tug boat) antara PT Hartakie Ekspres Indonesia dan PT. Trust Line Marine adalah PT. Trust Line Marine  (tergugat) sebagai pihak yang menyewakan berkewajiban menyediakan Kapal TB Trust 36/B5 Trust Linu 306, namun ternyata kemudian diganti oleh Tergugat menjadi TB Trust 77 yang memiliki spesifikasi mesin yang lebih rendah dari yang diperjanjikan dan mengalami kerusakan dan mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, sehingga tergugat telah terbukti wanprestasi.

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa kapal tunda (tug boat) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pdt/2023  adalah PT Hartakie Ekspres Indonesia, bertanggung jawab atas pengoperasian kapal selama dicharter (setelah tanggal On Hire).  Membayar harga sewa sesuai dengan kesepatan yaitu perjanjian sewa menyewa kapal. Pemberi sewa dan pemilik kapal secara otomatis wajib untuk menyerahkan kapal yang baik dan layak operasi, menyediakan/mempekerjakan awak kapal yang profesional dan memenuhi standar kelayakan, memelihara kapal dengan sebaik-baiknya sehingga kapal tetap layak laut. Kewajiban PT Hartakie Ekspres Indonesia adalah merupakan hak dari PT. Trust Line Marine dan sebaliknya kewajiban PT. Trust Line Marine merupakan hak dari PT Hartakie Ekspres.
Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pdt/2023  adalah mengabulkan gugatan penggugat sebagian karena tergugat terbukti  secara sepihak mengganti kapal TB Trust 36 yang disewa oleh Penggugat dari Tergugat menjadi kapal TB Trust 77 yang memiliki mesin dan spesifikasi lebih kecil dan kondisi rusak, yang menyebabkan kerusakan pada 225 karung pupuk milik Penggugat, sehingga penggugat menderita kerugiansebesar Rp1.651.220.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
Saran

Agar pelaksanaan perjanjian sewa menyewa berjalan dengan lancar dan masing-masing pihak tidak mengalami kerugian, maka pihak penyewa harus menyadari dan melaksanakan kewajibannya yaitu membayar uang sewa sesuai dengan kesepakatan.

Agar penyewa dapat melihat dan memahami apa yang menjadi syarat-syarat serta resiko-resiko yang ditimbulkan apabila tidak memenuhi isi perjanjian.
Agar para pihak, jika timbul perselisihan hendaknya terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Jika dengan musyawarah tidak tercapai kata sepakat barulah perselisihan tesebut diajukan ke pengadilan.
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